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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara -
Republik Indonesia Tahun 1945; L

Undang-Undang Nomor 13 Tahun ; 2003 tentang_ |
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repubhk Indomesm: o
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembamn Negam S

Republik. Indonesia Nomor 4279) sebagaimana te‘lah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 ‘“i‘ahtm 2090

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republic
Indoensia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara' "Repﬁbﬁk’:'

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 'Tambahan Lembamnf -

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) .sebagalmana--,

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun = =
2020 tentang Penetapan Peraturan 'Pén’iéfiiﬁiézh_{_ oen 5
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202&31

tentang kebijakan Keuangan Negara da:m Stabihmg

Sistem Keuangan untuk Penagangan Pandemz C@mnaf i
Virus Disease 2019 (COVID 19) dal“l/atau daiajm'f'_""" |
Rangka Menghadapi Ancaman vang- membaha},ak &“ffi}.:;_f
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabﬂatas SlS‘ff"n’l:.':':' '_ B
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia |
Tahun 2023 Nomor 134, "I‘a:mbahan Lembeaan Negmaﬁ

Repubhk Indonesia Nomor 6516)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20{}4 ten‘tangﬁ_-:_['_ B
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negam Repubhk;__- -:_:?_f '
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamb'lhan Lembaramfn:g'f -
Negara Republik Indonesia Nomor 4355} Sebagazmam‘a' SRt
telah diubah dengan undang-undang. Nomor A Tahuﬁ;j---_"{f-
2020 tentang Kebijakan Keua:ﬂgan Negam dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penaﬂgmlan}_;f
Pandemi Corona Virus Disease 2019 {(COVID- 19y
dan/atau dalam Rangka Meﬂgahadapi Ancaman Vzmg_ e
membahayakan Perekonomian Naszonal an / a.i:au“:'-_- S R
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembamn Negara;'_f;_ - :
Republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indon&smfj_-,f'_':'-'.":' i

Nomor 6516);
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UndaﬂgnUndang Nomor 40 'I‘ahun 2004 tentang Sl@tem;_':'_'{ i

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara. Repubhg_:_....__:-_:.::_.
Indonesia Tahun 2004 - Nomor '.'1'350 Tambahaﬁf'{_:*
Lembaran Negara Repubhk Indonesia’ Nomcar 4456)'.5j-.2_:_.;:-'_:;. et
sebagaimana . telah diubah dengan Undangﬂmdang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembaﬂgan dan'_'; _j': - _  '
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negm a e
Republik Indones:ta Tahun 2023 Nomm -fi- Tambahaml---':_-__':ﬁ;--'.-"- S
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten’tangi_{-'ﬁ"_f:_:f" '.
Pembentukan Peraturan - Perundang-Undangaﬁ:_:..;.__i_.i..:-_.:__'z_ S
(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun Q(}i

Nomor 82, Tambahan Lembman Negala Repubiﬁg_f:. o

Indonesia Nomor 5234} Sebaga;mana telah diubah:g*'f-*i'

dengan Undang-Undang = Nomor 13 Tahun E(}Qé’z--;,;if-
tentang Perubahan Kedua A‘E:as Undang—-Undang Ncnmf. '

12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perammi_ .
Perundang-Undangan (Lembaz an ;| Negara' Repu
::-_1 83’-"' G

Indonesia Tahurn _ 2019 Nomor

Penyelenggara Jamman Sosnal (Lembaraﬂ ' Ne:%gam.ff;ﬁ_s- S
Republik Indonesia  Tahun - 2011 Nem'or L
Tambahan Lembaran Negara Repubhk L{ndon
Nomor 5256) : _ S
Undang-Undang i\fomor 23 Tahun 2014 tem a'
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhi
Indonesia - Tahun 2014 Nomor 244, Tambah&n;._ Joe
Lembaran Negara Repubhk Iﬁdonesm Nomoz“ 5587)
sebagaiman ‘telah  diubah - beber&pa kall t@rakﬁhiz[;_-:
dengan Undang«-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang'ﬂ-
Hubungan Keuangan antara Pemeuntah ::-P asat da
Pemerintah Daerah (Lemba:z an Negam

Negara Repubhh Indonesia Nomer 6‘75'? )
UndanguUndang Nomor 9 Tahun 2022 temang_

Kalimantan Barat (Lembai {-m Re‘pubh '

Negara

KaRG
i ?ii*ﬁ 5

T




10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ’csm‘tang
Sistem Informasi Keuangan Daerah- (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 . Nomor - 138, = -
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Iﬂd@i’iégié':;.:. B I
Nomor 4576) sebagaimana . telah ~diubah dengan = =
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 teﬁtang.’:: R
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi- Keuangan L
Daerah (Lembalan Negara Republik Indonesm Tahun' R
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negam s
Republik Indoensia Nomor 5155); ot SRS B
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun' 2013 tentaﬁg_-j'_..:'._:'.__'__- e
Tata Cara Pengenaan Sanksi Adrmmstram Kep&da-_f o _
Pemberi - Kerja Selain Penye}enggara ‘Negara daﬁ_"_ L
Penerima Bantuan Juran  dalam . Pen}/eienggam:'-:-_ e
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Repubhk Indemegza-_]_'_
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negala Repubhk
Indonesm Nomor 5481}; S .
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 temaﬁgﬂ_:-_f"f
Penyelenggaraan Program “Jaminan . Kecelakaan Kerjaj_'__'_; : R
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Repubhi{f ' R
Endonesaa Tahun 2015 Nomor S154, Tambah&in:._:;:.-
Lembaran Negara Republik. Iﬁdonesza Nomer 5714
sebagaimana  telah - diubah. dengan P@m‘cur&m}_"_ff'-'- S
Pemerintah Nomor 82 Tahuri 2019 tentang Perubahan-“f:_iul_ o
Atas Peraturan Pemermtah Nomor 44 Tahun 2015" St L _
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelalxaaﬂ"f S
Kerja dan Jaminan Kematian (Lembar an Negaz @;_;:ﬁ_
Republik. Indonesia Tahun 2019 Nc’)maz 231, i
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indenagm i
Nomor 6427); . U e e TR
Peraturan Pemerintah Nomor 45 'i"ahun 2015 tentcmw._'_:f:
Penyelenggaraaﬂ Program Jammaﬂ Pensmn (Lembamm}__i S
Negara Republik Indonesia Tahun’ 2015 Nomor 155, e
Tambahan Lembaran Negaza Repubhk Indm‘mm&f"_
Nomor 5715); R e
Peraturan Pemerintah Notior 46 Tahun 2015 t@ﬁtamg_--_‘._f
Penyelenggaraan Pragram Jaminan Ham Tuas o
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2(}15':7 '
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nemﬁr'iﬁf}é);
sebagaimana  telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 ten‘iang Pembahamf*-'-
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 ’I‘ahun 2@15'};3
tentang Penyelenggaraan ngram Jamman Ham 'TuE .
(Lembaran Negara Republik Indonesia. ’Fahun 2(}15'--'..;; EE
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk;f
Indonesia Nomor 5730); S Sy
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Menetapkan

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGARAAN ==
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN: DAN -~ - .
PEMBERIAN BANTUAN IURAN UNTUK PERLINDUNGAN =~ | =
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJ&

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang | -

Perangkat Daerah (Lembaran Negara = “Republik =

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan'_.'_ o
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomar 588’?’}'

sebagaimana telah  diubah deﬁgan . Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 -

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2019 Nomor 187, Tambahaﬁﬂ"}::" : :

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomm 6402)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 t@n‘tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembamn Negata .
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, ’I‘ambahan.' R o

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang-'_ e
Penyelenggaraan  Program  Jaminan - Kehﬂangam"_ B
Pekerjaari (Lembaran Negara Republik Indoriesia
Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran ﬁegara}'_._f- g

Republik Indonesia Nomor 6649); .

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahui 2{)}3 '“.f‘erit:rzat1"1@:;;"3:_:i':__l_'.::-..-.E |
Penahapan Kepesertaan Jaminan Soszal (Lembamﬂj_- Ly

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 N@mer 253)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahuri 2015’:5-- S R
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita A
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)° . &
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ‘Menteri o
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun' 2018 tentaug.l_f__f;_' -
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neg&m-_];:”
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenmkan onduk--".f_ﬁ._-g T
Hukum Daerah (Berita Negara- Repubhk Imdﬁmesia;f-'_'___E L

Tahun 2018 Nomor 157 K

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomiot '?'7 Tahun 2928::1 L
tentang Pedoman Teknis - Pe:nge}o}aan Keuangan_'i R
Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun ?02@_'.:-_{ o

Nomor 1781});

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tammf" s
2021 tentang Tata Cara Penyelen g&mn ngzam:_'f
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan' Kematian; dan: S ey
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Repubhk: Imioensia’:_i_}: L

Tahun 2021 Nomor 247);
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat, _ _ L
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 'pezly'éleﬁggam
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. pemerm'tahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. o g | |
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga}{erz;aan yang selanjmnyaf' EE
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum pubhi«: yang,. berac_i__a_ dl
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang- dibén{uié”"béi“déiéé&}:{éﬁ : 3
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyeleﬁggami-:
Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jamman Kecelakaan Ker;a g -
Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensmn, _dan Jamnmn
Kehilangan Pekerjaan. e PRI _
Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaﬂal{erjaaﬁ yang’--"_ﬂ_f £
selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ke‘tenagakerjaan adalah k&i&f@rf_-f,;-
cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat '

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perhndungan soSlal uﬁmk_'_ﬁ :
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasau hldup yang Iayak R A
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jamman Sosml yang: l:}e%zmi i

program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, J aminan: Kemaum, J armnan Hfm T
Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pel{erjaan P _. SR
Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya digingkat JKK adaiah manfa&i_ﬁ__f-{ g
berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan . yang dibeuka.n pacia saal
Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyalﬂt yang dlsebabkam aéeh
lingkungan kerja. RIS Pt A o
Jaminan Kematian yang selanjutnyva disingkat JKM adalah mmfaai uang-_ '
tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta: memnggal duma. bukdmf i
alcibat Kecelakaan Kerja. o I S T e Ry
Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah ma:nfaat ugmg tui'zm; S |
vang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasukl uma pensmn :
meninggal dunia, atau mengalam1 catat total tetap. ' ' ' S R
Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jamman 303131 yang-_'- e
bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang Iayak baga pﬂseft&ﬁ o

dan/atau ahli warisnya dengan memberikan p@nghasﬁan setalah p%ﬁfta_f :._
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau memnggai ém&m | |
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya dz,smgkat J KP *1@:% &Eaﬁzlfzgi’_i' g

jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengaiami
Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang iuna;i, _ai«;ses ngfc;r_m_am )
pasar kerja, dan pelatihan kerja. N
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provmszl Kahmantan
Barat adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi hng}mp
kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksa}:iaziya.peﬂi_ngkat_aﬂ g
kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan fﬁenjaﬁ'ﬁfiééluruh'
tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hldupnva yang Iayala. _
Pemberi Kerja Penyelenggara Negara adalah lembaga ‘anggl ﬁegara, Iem‘i:saﬁ@

negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempel&emakam; o |
pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara: non aparatui 31;:&111-"17

negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gajl Upr@h :
atau imbalan dalam bentuk lamnya ' R
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang pefi"éeéréﬁgémy
pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjaan - tenaga keﬁgaﬁf .
dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. - ' Sl
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pek@r’;aaﬁ

Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruks:&, dam 1&vanam';:_:- i

konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi. S R R
Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan aiau badan v&mgf
kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi. '

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagzan rangkmam k@gza‘c&m‘__;Q_ .f_.' =

pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta penﬂawasan yaﬂg-'."

mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanlkzal eiektml«:al dam tata .f*f
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mem1}udl<an su&iu__3_'___

bangunan atau bentuk fisik lamnya

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paimg Smgiga‘i:f:_ i _. B

6 {enam) bulan di Indonesia, vang telah membayar iuran.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja deng&m meﬁeuma Upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar Secafa"__'tei*aﬁlf 'f:'oléh' F‘e&;%’*z"?a

dan/atau Pemberi Kerja.

Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dmyatakan dalam beniuk uwzg_;_ - |

sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang dltem@kan dan ::_ ) :_
dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatam atau peramranf.”_' : -
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Peketja dan kelua:i gamy& afacgf -

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akazz dﬂakukan

Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran mran kep&%ﬁt‘ﬁ&ﬁﬁ-.ﬂ |
jaminan sosial ketenagal«.erjaan Pekerja Bukan Penemma Upah e:il Daerah yaﬂg'_; e |
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah denasn dan/atam; R

sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
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24, Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terd1r1 Eia;n urzsu:t Perngkﬁt'

Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan unfuk mez&;aiankan mgas. SR

pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada ¢ (}ubernua L
25. Bantuan iuran adalah pembema.n dana yang dilakukan oleh Pememnmh._--r

Provinsi Kalimantan Barat kepada organisasi I{eagamaan dengan tu_;umz:; S

memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja’ sosaal keagamazm

26. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang beker_;a melayam ja1naah;i_f_-_-;:_j :
atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya pada orgamsagif._ R

keagamaan.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang se'ianjutnya dismgka‘t AE—Z‘E?;%“Z):_"_ :__':"-'::-
adalah rencana keuangan tahunan yang - ditetapkan denggm Pera“cur &m: ST

Daerah. _
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya dxsmgkat TAPD adalah mm;
yang dibentuk dalam Keputusan Gubernur dan: dzpn’npm oleh Sekreim s

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan. kebgakan'_"- i

Gubernur dalam rangka Penyusunan APBD yang alaggotanva terdm (%a?t;

Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat - lamnya ses‘utal deng&m

kebutuhan.

29. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang tergadl dalam hubungan"kgrja;.-._}&_

termasuk kecelakaan yang terjadi dalam peljalana;n dari - rumah "menuju

tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang chsebabkan oieh 1111gkungam'_ I o

kerja.

Pasal 2 : : - G
Maksud dari pembentukan Peraturan Gubernur ini ada}.ah u*ntuk mewujuéh,
kepastian hukum dan pedoman dalam penyekenggaman Program Jarnmaﬁ Sa
Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Iuran untuk Perlmdungem Jamman
Sosial Ketenagakerjaan di Daerah. : : : :

Pasal 3 _
Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk R
a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jamman 80318_1 K&tenagakerjami

b. penjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hldup : i

yang layak; dan : - _ .
c. memberikan manfaat perlindungan Jaminan 8031a1 Ke:‘teﬁagakerjaan bemp ;
bantuan iuran. S

Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : SR
a. program dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakemaan, o
b. peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan j Jamman sosml ketenagakex jaam

c. pembinaan dan pengawasan. penyelenggaraan j gamman sosm} Ie;etenagakezjaam e

dan
pendanaan; dan
e. sanksi adminitratif.
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BABII
PROGRAM DAN KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Program
Pasal 5
Program Jaminan Sosial Ketenagalcerjaan meliputi:
a. JKK;
b. JKM;
c. JHT;
d. JP; dan
e. JKP.

Program Jaminan Sosial Ketenagalcerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat . .
(1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. : :

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai k@t@ﬁmaﬂ-
peraturan perundang-undangan. R

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 6

Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jamman" e

Sosial Ketenagakerjaan. S
Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagazmazm’ .
dimaksud pada ayat (1} terdiri atas: - -

a. peserta penerima upah, meliputi: : _
1. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja peuyeiengg&m ne ara, S
2. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negam,{ 3
peserta bukan penerima upah;
pekerja jasa konstruksi;
pekerja migran Indonesia; dan
pekerja sosial keagamaan.

o oo o

Pasal 7 :
Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Neﬂara sebagwmaﬁ&
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1 adalah sebagm bemkut s
pegawai pemerintah non-pegawai negeri; : U =
pejabat negara non-aparatur sipil negara;
aparatur desa;
lembaga adat desa; dan
lembaga kemasyarakatan desa. : S
Perhndungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peker_}a yang Belier‘ja"_
pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada a.vat’- o
(1) menjadi kewajiban Lembaga Negara selaku Pemberi Kerja, - L -
Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagz Pekerja yang
Bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagalmana dirnaksud

RS

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan pera’turan pemndaﬁgw'-_--

undangarn.
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Pasal 8
Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selaln Penyelenggara Negam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2 adaﬁi'a;h
seluruh tenaga kerja dari pemberia kerja/badan usaha yang meiaksmakan
kegiatan usahanya di Daerah meliputi:
a. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha thilik’ dae:rah
pekerja pada orang perseorangan; _
orang asing vang bekerja di Indonesia paling sirigkat 6 (enam) buia:ﬁ,
pekerja dalam masa percobaan; ' S
komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah dan _ |

moo oo o

pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima: upah

Perlindungan Jaminan Somal Ketenagaketjaan “bagi PEkEI‘J& :V“ang bekexj;a_"ﬁ R

pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagalmaﬂa dlmaksnﬁ _ _' __
pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik badan usaha selaku pemberz kei 3a :

Tata cara perlindungan 3amman sosial ls‘:etenagaker}aan bagz P@kerja ygm P
bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara - Negaxa se‘i:}agaimanajl_; t
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai lgetentuan pelatumn_;_}* :

perundang-undangan.

Pasal 9

Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dlmaksué dafiam passa} 6» ayat (21"
huruf b adalah pekerja yang orang-perorangan . yaiig melakukan kegiamn . :
usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasﬂan dam kegmmsxi’rﬁff S

usahanya meliputi:

a. pemberi kerja, yakni pemegang saham atau’ permhk mociai dam arang~

perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak; menerima upah
pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandn*z L

c. pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengemba‘mg&ﬂ
pendidikan/pelatihan /persiapan atau kegza‘tan mmat dan ‘i:)akat? diiau_"__;f:_
narapidana dalam proses asimilasi yang dlpekerja},{an pada pembemj_ Al

kerja; dan

d. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf &, b dan c yang buk&ﬂi

menerima upah.

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta bukan pe:ﬁemmag_
upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadl per‘i:aﬁggungan ma@mg—:l}’}_ Sel)

masing individu.

Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagaker;aan bagz peserta bukan i

penerima upah sebagannana dimaksud pada ayat (1) dﬂaksanak&n se&:u i
ketentuan peraturan perund_ang—uﬁdangan : IR

HARG
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Pasal 10

Pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam }?’asal 6 ayat {2} B
huruf ¢ adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha Jasa konstmks;,’ Lo
termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan’ Pekerga Perjzmjaaw-' : i

Waktu Tertentu. o
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi - pekema gel»:mr gam-ﬁg

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi- kewapban p@ﬁyeﬁm SRR

jasa sebagai pemberi kerja.

Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dzmaksud pada ava‘f: {2}": 1

wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perhndungaﬁ Jammaﬁ--
Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) harl k@lga set@la,h
surat perintah kerja diterbitkan. ' '

Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakezjaan bag1 bagz peker;af :

sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬁaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, : _ :

Pasal 11

Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {2}

huruf d terdiri atas;

a. calon pekerja migran Indonesia atau pekerja rﬂlgran Inde:mesm },fang-'_ g

ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan - _ : S
b. calon pekerja migran Indonesia atau pekerga mlgrsm Ii@d_tﬁlifegigi_"_
perseorangan. S e

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagz pekerga m1gran Indonmza'_:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjach pertanggungan mamng—magmg'_f'_ She o

individu.

Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagak@ijaah bfagi .fpefi;érja’jiﬁigﬁcf@@ sl

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat .:(I)'. dilaks@@gﬁﬁj:f *"‘533{1@
ketentuan peraturan perundang-undangan. ' = R

Pasal 12

Pekerja sosial keagamaan sebagaimana dzmaksud dala;m Pa&al 6 ayat gE}
huruf e adalah setiap orang vang bekerja melayani Jamaah a‘tau nama iam.g e

sesuai dengan agama dan kepercayaannya pada orgearisasi: k@agamaan

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja 30318.1 E{eagama‘m}-_f i _. "
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi per‘tm}ggungan mamng-masmg.-?z.'___ SR

individu.

Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakmgaan bagl peker';& mem}:{: s

keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂaksanakan sema;;;,,
ketentuan peraturan perundang-undangan > ' :
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(1)

BABII . _ ST
PERAN PEMERINTAH DAERAH o e
DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJ AAN
Bagian Kesatu :
Umuim

Pasal 13 : : -
Pemerintah Daerah wajib berperan dalam peiaksanaan J ammaﬂ S(}%tsaé o
Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk: : s
a. memberikan perlindungan jaminan sosial I{etenagakelj;aan bagg s&lumﬁ_._-ﬁ_’ .
pekerja baik peserta penerima upah, peserta bukan penerima upah, -
pekerja jasa konstruksi, pekerja migran I'ndonesm dan pekerja 3@%1&1
keagamaan. : SRR
b. mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan soszal I{etenagakerjaan ygmg' S
optimal kepada seluruh pekerja; L S
c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat peketia;. dan e
d. mewuwjudkan Universal Worker Coverage (UWC) di Daerah. - : e
Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan- sebagmmaﬂa dzmaimudt-_ e
pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut: " . e N
a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regu}a& Jamm&ﬁ Sc;@;ai-' N
Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala; - : e RN
b. menyusun standar teknis perlindungan jaminan Soszal ketenagakezgaamf i
bagi mitra kerja dan tenaga kerja. bihaan masmg—masmg perangkat"_ S
daerah dalam setiap program / kegiatan; L
c. mengalokasikan anggaran untuk mendukz,mg peiaksanaan Jamman ss&gmi e
ketenagakerjaan dari APBD; S
d. peningkatan dan perluasan cakupan kepeseztaan program Jammaﬁ
Sosial Ketenagakerjaan; - R
e. pemutakhzran dan konsolzda& data. kepesertaan program pada UYWI«:&E-:'”}
provinsi; R I
f.  koordinasi dengan para pemangku’ kepentmgaﬁ t@lkalt R
g mengevaluasi pelaksanaan ‘program Jaminan Sosm} Ketenagaka aar
secara berkala; i :
h. pembinaan dan pengawasarn pelaksanaaﬁ regulam Jamn’zan 8031&1”-
Ketenagakerjaan kepada. pemberi kexja/badan usaha/ swasta/ blsnm,f
industri; dan
i. pembinaan dan pengawasan pe}aksanaan regulas1 Jamman &::t:as;mi
Ketenagakerjaan kepada seluruh Pemerintah- Daerah Kabupat@n / Kata g

Bagian Kedua 5

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jamman Sc)szal Ketenagaker} aan o

(1)

Bagi Peserta Penerima Upah Bagi Pekerja Yang Bekeija Pada Pembem I{e‘t‘_}a
Penyelenggara Negara : Bt

Pasal 14 o S :
Pemerintah Daerah memastikan seluruh peserta p@ﬂ&l 1m& upah hagipekmg& :
yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara texlmdunm Jammaﬁ
sosial ketenagakerjaan.
Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbas1s NiK untuk &83111‘111?1
peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja: pada, pembem A
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.ayat {1). ¢
Pemerintah Daerah melaporkan pemiaftara.n ‘sesuai’ d'ﬁ:a Sebag
dimaksud pada ayat (2} dalam prog1am Jamlnan kecelakaan }ierja, jamm*’ :
kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensmn Secala bertahap kepacizz
BPJS Ketenagakerjaan ' : : - - e
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(4) Pertanggungan perlindungan jaminan sosial i{etemagakeuaan bagl geiumh] b
peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja.
penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintal daerah yang -
bersumber pada APBD Provinsi, APBD Ka'i:)upaten/ Koia, maupun sum“ﬁ:s@r'
pendanaan lainnya yang sah. -

(5) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta penemma updh .
bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara neg&r&'
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang—undaﬂgan - .

Bagian Ketiga : o S
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Somal Ketenagakergasm .
Bagi Peseta Penerima Upah Bagi Pekerja Yang Bekerja Pada- Pembem Kel 3& Selam :
Penyelenggara Negara '

Pasal 15 o g :
(1}  Pemerintah Daerah memastikan seluruh peserta penenma upah bagl pef{{mga--:i” FE
yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negma terlmciungz“-’--
jaminan sosial ketenagakerjaan. P
(2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan . penzman baéian_
usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaaﬂ p&ﬁa_,’-'
peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemben kerja Seiami
penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan x ' e B
(3) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membzda:agi E{etenagakerjaam e
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaam perlindungaii
jaminan sosial ketenagakerjaan, pada peserta penerima upah . bagi pekerja :
vang bekerja pada pemberi kerja selain penyeienggma negara sebagazmanaﬁf FEE
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). N D
(4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bag1 seluruh peseria pener;ma S R
upah bagi pekerja vang bekerja pada pemberi kerja selain penyﬁlenggﬁxa
negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pemmdaag~undm1gan RN

Bagian Keempat ; R
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jamman Sosaal Ketenagakex jc’%ﬁﬂ S
Bagi Peserta Bukan Penerima Upah -

Pasal 16 g gREEs S
(1} Pemerintah Daerah memastikan setiap peserta bukan pen@r}ma upah’l._ St
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) mendapatkan perlindungan ©
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program- Jamman Kemataan &erm;.’- e
dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua. : s
(2) Dalam hal memastikan perlindungan jaminan Sos1a1 kete_naqueijaqn ba&z;_- .
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalii (:arg,anmaﬁ}_-.'_]j o
perangkat daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perhndungan Jamman{_] 4
sosial ketenagakerjaan kepada seluruh peserta bukan penerima: u}:)ah R R
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: somaiﬁmi]fa"
secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penaﬂggungan beban
iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui’ organisasi: perangi«:ai i
daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah masing-masing. =
{4 Perhndungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi’ seluruh peserta bu}iaﬁ AR
penerima upah dﬂaksanakem sesuai ketentuan pex.aturam pemndaﬁb_
undangan. : RSy
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(1)

Pasal 17 : : S
Untuk kategori pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal ke ayaﬁ'
(1) huruf b dan d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan

perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan daiam_ S

bentuk stimulus bantuan iuran. : _
Stimulus iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumb&r dzam _
APBD Provinsi, kontribusi badan usaha dalam bentulk’ C‘orp{)raﬁe Somé:zi_ :
Responsibility / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR / TJSL, dan jatau
sumber lainnya yang sah. S
Percepatan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ke‘tenagakem&an
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. B

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ié_etenagai{ééﬁaém'- -

Bagi Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 18

Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk 'mem"bérﬂf:_ézﬁa o

perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekesj;agam ay o

konstruksi pada proyek yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud ﬁ&i&m _
Pasal 10 ayat (1). : R

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa '__kéns&ui%s;i_'_:' By

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah program jazﬁinaii -keéQia%&am___ e

kerja dan jaminan kematian.

Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja jas;ém-k{jijzs_t'ml{&i

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah'méialui orga;;‘iiséﬁi;; iy '
perangkat daerah terkait menyusun mekanisme = teknis 5 nmﬂ;;-_ B

mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial I{etenagakerjaan |

sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan km’zstmksz

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerga jaga k@ﬁ‘iiﬁt‘u}i‘%} :

dilaksanalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-—undang,an S
Pasal 19 R
Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang. bérsﬁﬁzb‘éf paﬁa |
pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan padaBPé 8.
Ketenagakerjaan. |
Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ;p'adé;'_ | :?féiy%k
konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilef;kséﬁékaﬁ @e%ag

ketentuan peraturan perundang-undangan,
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Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagai{erjaaﬁ

Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 20 :
Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis
penyaluran pekerja migran secara prosedural.
Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indc}ne gia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1} sudah terlindungi oleh-
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian sebelum .
melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan

Paragraf Kesatu
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 21
Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daemh- :
memberikan  bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan - Sosial
Ketenagakerjaan kepada Pekerja Sosial Keagamaan yang meiayam amat . '_
sesual dengan agama dan kepercayaannya. :
Bantuan Turan kepada Pekerja Sosial Keagamaan diberikan: deﬂgan Syamizw
syarat sebagai berikut : : S
a. proposal atau surat permohonan yang dzajukan oleh ﬁrgamsam
keagamaan; : - o
b. usia Pekerja Sosial Keagamaan diantara 17 {tujuh belas) sampaz de:ngfm
65 {enam puluh lima} tahun saat didaftarkan; . -
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah ._vainsi o
Kalimantan Barat; SRR

d. belum mendapatlican perlindungan jaminan sosial i{eienaga;i\ergaan dém _ '

e. diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
Bantuan iuran kepada Pelierja Sosial Keagamaan sebagalmana dimak;ﬁué
pada ayat (2) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif beketja sebagm-
Pekerja Sosial Keagamaan, meliputi: '
a. agama Islam, antara lain :

1. imam masjid;

2. marbot masjid;

3. guru pengaji; dan

4. mubaligh

5. bilal mayit/pemandi jenazah
b. agama Kristen, antara lain :
koster;
guru sekolah minggu;
pendeta;
majelis jemaat; dan
tata usaha.
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c. agama katolik, antara lain :
pastor;
frater;
biarawati;
prodiakon;
pengantar; dan
guru sekolah minggu.
d. agama hindu, antara lain :
pinandhita;
serafti;
parisada hindudharma Indonesia;
guru pasraman;
bendesa adat; dan
. pecalang.
e. agama budha, antara lain :
1. bhikku/i atau samanera/i;
2. pandita;
3. upacarika, upasaka/upasika; dan
4. guru agama budha sekolah minggu. : o o
Bantuan ijuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan sebagalmana dimakmm
pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pekerja Sosial Keagarnaan: }amﬁya-_'_-'-
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndangwundangan i

S e

O RN

Pasal 22 SRR _
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasaﬁi 21 ayat @ ) humf a

disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Ixepa’_[a Dm&%'_-_'_ o

Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, - R
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secaza m’mi -
dan jelas mengenad : o '

a. nama lengkap calon peserta penerima bantuan mraﬂ, tanda mng&ﬁ;.-f- S

pemimpin sesuai organisasi keagamaan serta dlbubuhl s‘i;emp@}a':
organisasi; dan :

b. identitas Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja ch jbldang keagam&aﬂ. a

berupa foto copy KTP atau KK dan nomor kontak (jika ada) S
Surat permohonan calon peserta penerima bantuan . juran- sebagmmanmf

dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Tim Vemfikam yangtm dﬂi‘l:f..f. o

dari Unsur ;

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kahmantan Barat

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kahmamaﬁ Bamt
c. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat; -

d. BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan K@putusan Gubernur .
Hasil verifikasi calon peserta penerima bantuan 1111‘&11 _ &ebagmmm&; .

dimaksud pada ayat (3) berupa daftar nama penerima, _NIK ajam&t pen&mma_i_': g

dan besaran bantuan iuran yang ditetapkan dengan keputusan Guber .

Peserta penerima bantuan iuran program perlindungan Jamman Su@;mi_._. ;
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan mendapatkan mamfa&a'ﬁ Sy

sesuai ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 23 :

(1) Surat permohonan calon peserta penerima bantuan iuran bags. p&kerja sosial
keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan secara _‘ter‘tu.’im_
kepada Gubernur paling lambat pertengahan Mei tahun berkenaan untuk
penganggaran APBD tahun berikutnya, kecuali tahun 2023. _

(2) Untuk penganggaran perubahan APBD paling lambat _akhir Juli “tahun
berkenaan.

Paragraf Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 24 _
Pekerja sosial keagamaan yang mendapatkan Bantuan iuran dari Pememn‘ﬁa}z'
Daerah diperuntukkan untuk program Jaminan Kecelakaan Km;a dan’ Janmmn )
Kematian yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Pera‘tm‘“
Perundang-Undangan. ' '

Pasal 25
(1) Penyaluran bantuan iuran sebagaimana dimaksud daﬁiam passal ;:’;4_

dibayarkan menggunakan kode iuran yang d1tetapk&n aieh BPJS o

Ketenagakerjaan. : :
(2} Penyaluran bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) d}bayarkan”___
secara sekaligus sesuai kemampuan keuangan daerah. o o

{3) Penyaluran kepada penerima bantuan iuran program perimdungz«m J ammar; _:

Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan dﬁakukarz zse’tel&h
penetapan daftar penerima bantuan inran melahi kepumsan Gubemuz

Pasal 26 - S
(1) Pekerja sosial keagamaan yang telah mendapatkan perlmdungan gammém -

sosial ketenagakerjaan dari organisasi keagamaannya dan dari Pemwmtah_: R
Daerah setempat tidak dapat dialihkan ke Program Barlman mran {imz S

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. e e
(2) Pekerja sosial keagamaan yang belum mendapatkan perﬁmmgm ' jaﬁﬁﬁaﬁ'___
sosial ketenagakerjaan dapat mengajukan permohonan untuk: m@nda;s&ikmi-
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. ' '

Paragraf Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27 : .
Bantuan Iuran program perlindungan Jaminan Sosial Ke‘ife'nagaiéei jaari %é’igi .
Pekerja Sosial Keagamaan berupa uang dicatat sebagai realisasi. ’beianga Juran
jaminan sosial ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transngragl ﬁa}haﬁm-'_f: '_
tahun anggaran berkenaan. o

EARD FREEANOHAT DABNAK
HURUM FEMRENAREA
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Pagal 28

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberlan bantuan : _iui“ari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

a.
b.

Laporan penggunaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud cia}am Pasal 29 &y&% y

usulan calon penerima bantuan iuran kepada Gubernur; -
keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan mram_‘ -
jaminan sosial ketenagakerjaan; - -
berita acara rekonsiliasi dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan -

bukti transfer uang atas pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan. -

Pasal 29
Penerima bantuan iuran bertanggung jawab secara formal dan mat@zlal atas
bantuan yang diterimanya. '
Pertanggungjawaban penerima bantuan iuran dibuat D}.eh -BPJ S
Ketenagakerjaan, meliputi : . R
a. laporan penggunaan bantuan iuran; dan _ L
b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa bamuf‘m

iuran yang diterima telah digunakan sesual dengan daftar pen&nm&' - :

bantuan iuran sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur. - |
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hur uf a d.:"m humf -

b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dmas ’I"enaga I{er_‘;a d&mﬁ |

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 1 (satu) bulan Se‘i:@ah
kegiatan selesai dilaksanakan. : L -

Pasal 30

{2} huruf a meliputi :

a.

Pendahuluan . uralan tentang gambaran” umum m@ng@nm.:' ;
pelaksanaan kegiatan yang 'i,elah dﬂakukan c:afie’:éh' o
BPJS Ketenagakerjaan; : R

Maksud dan tujuan : uraian tentang maksud dan- tuguan diwszmnya
laporan penggunaan bantuan iuran; _
Hasil Kegiatan : uraian tentang  Thasil - keglatan _yang ';’i;e%iah-

dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan |

Gubernur tentang Penetapzm daftar penemm&f
bantuan iuran; dan - '

Lampiran : dokumentasi kegiatan yang telah ciﬁaksanak&n Sl

Paragraf Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31 : :
Gubernur membentuk tim untuk melakukan monitoring dan e‘vaiuas:i T
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan' perangkat da@mh ol

yvang membidangi keuangan, inspektorat, hukum, - ketenagakerjaan - ﬁﬁam'_f?

perangkat daerah terkait lainnya yang ditetapkan deng&m K@putwﬁaﬁ'i_" |
Gubernur. o

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mom‘tormw d&i’i ; -

evaluasi tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan  luran  Programi | -

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagl Pekefja Sosial

Keagamaan tahun berkenaan, serta Rekomendasi Pemberzan Ban‘éuan Iumzz S

tahun berikutnya.

BARG PERARGRAT DAERAH
RURTM PRMRANAREA
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Pasal 32
Tim monitoring dan evaluasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan tahun berkenaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 33
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
terdapat penggunaan bantuan iuran yang tidak sesuai dengan daftar penerima
bantuan iuran, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
(1} Tim menyampaikan Rekomendasi Pemberian Bantuan Iuran tahun
berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) kepada Gubernur
melalui TAPD.
(2) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas Rekomendasi
Pemberian Bantuan luran tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 35
(1} Rekomendasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2) menjadi dasar pencatatan alokasi anggaran dana Pemberian
Bantuan luran tahun berikutnya dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2) Pencatuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
anggaran bantuan iuran berupa uang.

BABIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN '
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36 : -
(1} Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah
dilakukan secara terpadu oleh dinas yang membidangi ketenagalkeriaan,
seluruh organisasi perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
(2} Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan
dalam bentuk koordinasi. _ _
(3} Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur. _
(4} Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi
Pembinaan terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja, Seluruh perangkat daerah
terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

KARG FERANGHAT DARRAN _
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(1)

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37 _
Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pac’{a Pembem Ké?:fja _' :
Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud daiam Pasai 8 ayaft {,E}'
disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 {tiga) bulan’ *salmh. S
Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ﬁ’}élﬁk{ik&_ﬁ-- _
langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagaker}aan
Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) m@lapmkam .
kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Gubernur ‘seilap 6
(enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibumhkam untuk memaﬁi_”'
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggmam& J&ﬁ‘ltkl&ﬂ
sosial ketenagakerjaan di Daerah. '

BAB YV
PENDANAAN

Pasal 38

Penidanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan c,h i)aerah
bersumber dari : '

a.
b.

APBD; _
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketemuan pemmmn
perundang-undangan. : - '

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39 :
Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuaﬁ Pasai ??é _
ayat (2), akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengem keteﬁmam .
perundang-undangan. : S
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), _meliputi: o
a. teguran tertulis; o '
b. denda; dan/atau
¢. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. :
Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada P@m’ben f&&ﬁ qa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, meliputi: ' '
perizinan terkait usaha;
izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
izin mendirikan bangunan.

a0 o

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sesua1 démgm:L B

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40 - R _
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 48 -
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerja&m f:h
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20% ‘7" Nomc,}r' g
48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. S '

Pasal 41 R
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, R

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peﬂgundangan Peramrzm*ﬁ
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah’ Provmsz Kaizmantan{
Barat : o

Ditetapkan di Poﬁtianél{': o
pada tanggal 2y Febivgs ReRT o R N
% GUBERNUR KALIMANTAN BARA’I‘ § ST

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 24y xf"z T DeRa
%- @SEK ETARIS DAERAH

PROV

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR %




